
!r
)

BA\AIASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UI,IUM
XOTABATU

Jl. Bukit Berbunga No. 134 Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email :set.kotabatu@bawaslu.qo.id

Nomor
Lampiran
Sifat
Perihal

1 60/P M. 00. 02/K. Jt -30 I 08 t2024

Penting
IMBAUAN

26 Agustus 2024

Yth. PARTAIPOLITIK
Di -

Tempat

Dasar Hukum:

'1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 2 Tahun

2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 8 Tahun

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 6 Tahun

2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 fahun 2024 Tentang Pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 f ahun 2024 Tentang Pedoman

Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;



Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Pencalonan

Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu memberikan

lmbauan kepada Partai Politik agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Partai Politik atau Petugas Penghubung tingkat Kota Batu agar aKif

membangun komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kota Batu berkaitan dengan

tahapan Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

2. Memperhatikan jadwal dalam Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota yang meliputi :

3. Pasal 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2Q24 Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi

persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah

yang bersangkutan dengan ketentuan untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati

atau walikota dan wakil walikota: kabupatenikota dengan jumlah penduduk yang

termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)

jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus

memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

4. Pasal 13 PKPU Nomor 10Iahun2024, Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai

Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan

Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan

Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;

c. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan

Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau

walikota dan wakil walikota;

d. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi

persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dalam Pasal 1 1 ayat (1)

dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model

B. PENCALONAN. PARPOL.KWK yang menyatakan:

1) sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;

2) tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik

pengusulan atas Pasangan Calon;

3) sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;

dan

4) naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana

pembangunan jangka panjang daerah; dan

e. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan

Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.
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5. Memperhatikan dan meneliti Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang

diusung oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana peraturan KPU

Nomor 10 Tahun 2024;

6. Pasal 14 PKPU 8 Tahun 2O24, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun

1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan

Republik lndonesia;

c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Walikota dan Calon

Wakil Walikota;

e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang

melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian

suatu perbuatan yang dinyatakan sebagaitindak pidana dalam hukum positif hanya

karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang

sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu S (lima)

tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur

atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan

terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;

h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat

keterangan catatan kepolisian ;

i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

j. Tidak sedang memilikl tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara

badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

negara,

k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;

l. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

m. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,

walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa .iabatan dalam jabatan yang

sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil

Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Batu



n. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau

bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang

sama;

o. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,

walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan

sebagai calon;

p. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat

walikota;

q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD,

dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;

r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional

lndonesia, Kepolisian Negara Republik lndonesia, dan aparatur sipil Negara serta

kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta

Pemilihan; dan

s. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik

daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

7. Pasal 15 PKPU Nomor 10 Tahun 2O24, Syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh

lima) tahun untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

Demikian lmbauan ini, atas perhatiannya disampa ikan teri sih
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t/

Tembusan disampaikan kepada Yth
1 . Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

(sebagai laporan);
2. Arsip.
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